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BAB III 

ATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG  

 

A. Aturan Pelaksana Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  

 

Beberapa pasal dan ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menunjuk Peraturan Bank 

Indonesia sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, selengkapnya 

sebagai berikut : 

Pasal 5  

(1)  Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS 

wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS 

dari Bank Indonesia. 

(2)  Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan 

sekurang-kurangnya tentang: 

a. susunan organisasi dan kepengurusan; 

b. permodalan; 

c. kepemilikan; 

d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan 

e. kelayakan usaha.   



57 

 

 

(3)  Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 9  

(1)  Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh: 

a. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia; 

b. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia dengan warga 

negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau 

c. pemerintah daerah. 

(2)  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki 

oleh: 

a. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia yang  seluruh 

pemiliknya warga negara Indonesia; 

b. pemerintah daerah; atau 

c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. 

(3)  Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/ 

atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, 

serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 sampai Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 11 
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Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 16  

(1)  UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah setelah mendapat izin dari Bank 

Indonesia. 

(2)  Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 26 

(1)  Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 

21 dan/ atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. 

(2)  Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis 

Ulama Indonesia. 

(3)  Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan 

Bank Indonesia. 

(4)  Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan 

tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 27  

(1)   Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan 

dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 
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(2)  Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan 

wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% 

(sepuluh persen). 

(3)  Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan 

sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka: 

a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan  dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai 

penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham; 

c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali 

paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah 

pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan 

kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran 

luas.  

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 29  

(1)   Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan 
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kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank 

Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 30  

(1)  Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan 

kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

(2)  Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang 

melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank 

Indonesia. 

(3)  Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib 

melepaskan jabatannya.   

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 31 

(1)   Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat 

pejabat eksekutif. 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia. 
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Pasal 32  

(1)   Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS. 

(2)   Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama 

Indonesia. 

(3)   Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan 

Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia. 

Pasal 34  

(1)   Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang 

mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

(2)    Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai 

pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 35 
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(1)  Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehatian-hatian. 

(2)   Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan  kepada Bank Indonesia 

laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan 

serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akutansi syariah yang 

berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang 

diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 38 

(1)   Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip 

mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. 

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bank Indonesia. 

Pasal 40 

(1)   Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank 

Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui 

maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh 

pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari 

pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib 

dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(2)   Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada 

Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. 
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(3)   Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih 

kelebihan jumlah tersebut harus kepada Nasabah setelah dikurangi dengan 

biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian 

Agunan. 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.    

Pasal 46 

(1)  Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat 

memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain. 

(2)  Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 51 

(1)  Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi 

sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilits, kualitas manajemen yang menggambarkan 

kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan 

prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan 

usaha Bank Syariah dan UUS. 

(2)  Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank 

Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 



64 

 

 

Pasal 52 

(1)   Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan 

penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 53 

(1)  Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya 

untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). 

(2)  Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Pasal 54 

(4)  Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha 

Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh 

kewajibannya. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin 

usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Bank Indonesia.  

Pasal 58 

(1)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

adalah:  

a. denda uang; 

b. teguran tertulis; 
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c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS; 

d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu 

maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan; 

f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional 

yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 

pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham 

mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; 

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank 

Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam 

daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/ atau 

h. pencabutan izin usaha. 

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia. 

Pasal 68 

(1)  Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah 

mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank 

induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, 

maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan 

UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. 
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(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum 

Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 

B. Aturan Pelaksana Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Ketentuan aturan pelaksana undang-undang yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 
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4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa. 

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 

Pasal 7 

(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas; 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8 

(1)   Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  

(2)  Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.  

Pasal 10 

(1)  Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: 

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/ atau 

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Pasal 11 

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan 

materi muatan Undang-Undang. 
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Pasal 12 

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya. 

Pasal 13 

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-

Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk 

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


